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PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat

kumulasi Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Taulo, 12 Juli 1982,
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman
di J. XXX, Benteng, Wara Timur, Kota Palopo,

Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan
TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26
September 1978, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTA, di Dahulu di
JI. XXX, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara
Timur, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan
register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah
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melangsungkan pernikahan di JI. XXX, Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Penggugat yang bernama XXX, dikawinkan oleh Imam setempat
bernama XXX saksi nikahnya masing-masing bernama XXX dan XXX
dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan
Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Jl. Cendrawasih, Kota Makassar, selama 11
tahun 10 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahomatefe,
Kecamataan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah, selama 2 bulan, dan terakhir tinggal di JI. XXX, Kelurahan Benteng,
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 9 hari, dan dikaruniai 2 orang
anak yang bernama :
1. Anak 1, lahir di Makassar, tanggal 12 Agustus 2009, umur 14
tahun,
2. Anak 2, lahir di Makassar, tanggal 14 Juni 2016, umur 7 tahun,
Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa sejak awal tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
a. Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada
Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun
hanya persoalan sepele;
c. Tergugat sering minum - minuman keras dan sangat sulit untuk
dihentikan;
d. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba dan sangat sulit untuk
dihentikan;
e. Saat Tergugat pergi mencari nafkah di luar kota Tergugat jarang
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memberikan kabar kepada Penggugat;
f. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugat;
7. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Desember 2016 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga
sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 7
tahun 6 bulan lamanya;
8. Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak diketahui lagi kabarnya dan tidak
diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (GHOIB)
berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 000/157/KBN tertanggal 19
Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara
Timur, Kota Palopo;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember
2004 di JI. Cendrawasih, Kota Makassatr;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun berdasarkan
relaas panggilan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak
ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun Tergugat tidak
diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, Jurusita
Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat media
massa/Radio Acca FM pada tanggal 1 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 yang
dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh

suatu alasan yang sabh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan
dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April
2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang sendiri di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak
bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat

harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;
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Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Figih yang
terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Hakim yang berbunyi :

- =

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak
memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan
gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Merita Selvina,
S.H.l.,, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari
itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya
Penggugat dan Tergugat;

Hakim,
ttd

Merita Selvina, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,
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Ttd

Dra. Juita

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp  60.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 100.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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